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ABSTRAK

Persyaratan untuk dapat melakukan hak lintas damai di laut Indonesia

menurut hukum nasional Indonesia didasarkan pada : Undang-Undang Nomor 17

Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982; Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas
Damai Melalui Perairan Indonesia; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran. Intinya adalah lintas damai tersebut harus terus menerus,
langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal
tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan
memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau

pesawat udara, yang berada dalam bahaya atau kesulitan. ‘
[mplementasi hak lintas damai di perairan laut Indonesia dalam perspektif
Hukum Laut Internasional pada dasarnya guna memperkual kedaulatan negara pantai

atas laut territorialnya, termasuk ruang udara diatasnya, serta dasar laut dan tanah
masih dibatasi oleh ketentuan-

dibawahnya. Namun, kedaulatan negara pantai ini :
ketentuan Konvensi itu sendiri maupun ketentuan-ketentuan hukum Internasional

lainnya.
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PENUTUP

A Kﬂimpuhn
Seteiah mempelajari dan menjabarkan hagil penelitian dan pembahasan,
maka dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
|. Persyaratan untuk dapat melakukan hak lintas damai di laut Indonesia
menurut hukum nasional Indonesia didasarkan pada : Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban
Kapal Asing Dalam Melaksanakan lintas Damai Melalui Perairan
Indonesia: dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Intinya adalah lintas damai tersebut harus terus menerus, langsung serta
secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal
tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena
Leadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada
orang, kapal atau pesawat udara, yang berada dalam bahaya atau kesulitan.
2 [mplementasi hak lintas damai di perairan laut Indonesia dalam perspektif
Hukum Laut Internasional pada dasarnya guna memperkuat kedaulatan
negara pantai tas laut territorialnya, termasuk ruang udara diatasnya, serta

Jasar laut dan uanah dibawahnya. Namun, kedaulatan negara pantai imi masih
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